
JAKARTA (KR) -

Pengadilan Negeri Jakarta

Utara (PN Jakut) mela-

porkan pengacara Razman

Nasution ke Bareskrim Polri

terkait kegaduhan dalam

ruang sidang yang terjadi

pada Kamis (6/2). Laporan

yang diajukan oleh Ketua

PN Jakut Ibrahim Palino,

tersebut telah diterima de-

ngan laporan polisi dengan

nomor LP/B/70/II/2025/SP-

KT/BARESKRIM POLRI.

"Atas nama lembaga, atas

kejadian pada hari Kamis

tanggal 6 Februari kemarin

yang menuai pro dan kon-

tra. Namun demikian, sikap

dari lembaga kami sudah

melaporkan kejadian terse-

but," kata Humas PN Jakut

Maryono di Gedung

Bareskrim Polri, Jakarta,

Selasa (11/2).

Selain Razman, PN Jakut

juga melaporkan beberapa

orang lainnya. Akan tetapi,

Maryono tidak mengung-

kapkan nama-nama pihak

terlapor lainnya. "Kita

belum bisa menghitung

karena tidak tahu jumlah-

nya juga. Akan tetapi, sudah

setidak-tidaknya lebih dari

dua," ucapnya.

Menurut Maryono, peris-

tiwa yang dilaporkan adalah

kegaduhan yang terjadi di

dalam ruang sidang antara

Razman Nasution dengan

pengacara Hotman Paris

Hutapea. Pasal yang dila-

porkan adalah Pasal 335

KUHP terkait perbuatan ti-

dak menyenangkan, Pasal

207 KUHP terkait penghi-

naan badan hukum, dan

Pasal 217 KUHP terkait

membuat gaduh di ruang

sidang. Lalu, barang bukti

yang diserahkan berupa

rekaman video saat kega-

duhan terjadi.

"(Barang bukti, red.) su-

dah kami serahkan ke

penyidik. Karena sudah ka-

mi laporkan, nanti menjadi

kewenangan penyidik.

Tinggal penyidik nanti akan

menindaklanjuti

bagaimana," ujarnya.

Maryono menambahkan,

laporan ini merupakan tin-

dak lanjut atas perintah

Mahkamah Agung (MA)

yang menginstruksikan un-

tuk melaporkan kejadian

tersebut kepada aparat

penegak hukum. "Jadi, atas

kejadian itu, kami juga tidak

tinggal diam. Kami, kan, pu-

nya bapak, punya pengadil-

an tinggi. Kita ke pengadilan

tinggi, kita ke Mahkamah

Agung. Seperti itu. Ini atas

nama lembaga. Jadi, ada

strata perintah," tegasnya. 
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Razman Nasution Dilaporkan ke Bareskrim

BANGUN SISTEM KEAMANAN LAUT

Yusril: Perlu Penguatan Regulasi 

"Kita perlu melakukan

hal-hal berkaitan dengan

membangun sistem kea-

manan laut yang kompre-

hensif, berkelanjutan, adap-

tif, responsif dan inklusif.

Kami merekomendasikan

beberapa hal," kata Yusril di

Kompleks Parlemen Sena-

yan Jakarta, Selasa (11/2).

Hal itu ia sampaikan saat

rapat kerja Komisi I DPR RI

bersama Wakil Menteri

Koordinator Bidang Kum-

ham Imipas Otto Hasibuan

dan Wakil Menteri Koor-

dinator Bidang Politik dan

Keamanan (Wamenko Pol-

kam) Lodewijk F Paulus.

Yusril menyebut hal per-

tama yang perlu dilakukan

adalah penguatan regulasi

penyusunan naskah akade-

mik dan Rancangan Un-

dang-Undang (RUU) Ke-

amanan Laut. "Mungkin de-

ngan metode omnibus atau

apa ya, kita pertimbangkan

nanti mana yang lebih efek-

tif dan lebih cepat kita ker-

jakan," ucapnya.

Ia juga menyebut perlun-

ya menetapkan satu institu-

si sebagai penjaga kea-

manan laut (coast guard)

Indonesia yang mempunyai

kegunaan penyidikan dalam

kasus tindak pidana di laut.

Selanjutnya, ia mengata-

kan diperlukan alat pen-

dukung (supporting) investi-

gasi canggih mencakup tek-

nologi informasi, komunika-

si dan infrastrukturnya. Ke-

mudian, lanjut Yusril, per-

lunya penguatan anggaran

pembangunan sistem peng-

awasan keamanan laut

yang lebih modern dan efek-

tif. Termasuk, peningkatan

kerja sama internasional

dalam pengamanan laut.

"Keenam, efisiensi dan

efektivitas birokrasi terma-

suk pencegahan, pemerik-

saan berulang-ulang dan

penguatan pengawasan

menjadi satu pintu pela-

yanan," tutur Yusril.

Terakhir, perlunya peran

masyarakat maupun sektor

swasta terlibat dalam penja-

gaan keamanan laut. Terma-

suk integrasi masyarakat

terhadap keamanan di laut.

Di awal, Yusril memberi-

kan sejumlah rekomendasi

di atas berangkat dari empat

isu strategis sistem keaman-

an laut yang menjadi fokus

perhatian, yakni urgensi

pembentukan Rancangan

Undang-Undang Keamanan

Laut lantaran banyaknya re-

gulasi yang tumpang tindih.

Kemudian, konsolidasi ke-

lembagaan yang diperlukan

pula untuk efisiensi dalam

menegakkan hukum di laut.

Selanjutnya, masalah kolab-

orasi antara instansi dan pe-

ningkatan infrastruktur

keamanan di laut.

Sementara itu, Komisi I

DPR menekankan urgensi

keberadaan instansi tunggal

yang bertanggung jawab

atas keamanan laut demi

meminimalkan potensi keru-

gian negara akibat aktivitas

ilegal di laut. "Urgensi in-

stansi tunggal yang bertang-

gung jawab atas keamanan

laut sangat diperlukan guna

mengeliminir potensi kerugi-

an yang dialami negara aki-

bat aktivitas ilegal di laut,"

kata Wakil Ketua Komisi I

DPR RI Ahmad Heryawan
Hal itu disampaikannya

saat memimpin jalannya ra-
pat kerja Komisi I DPR RI
bersama Menteri Koordina-
tor (Menko) Bidang Hukum,
HAM, Imigrasi, dan Pema-
syarakatan (Kumham Imi-
pas) Yusril Ihza Mahendra,
Wakil Menteri Koordinator
Bidang Kumham Imipas
Otto Hasibuan dan Wakil
Menteri Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan (Wa-
menko Polkam) Lodewijk F
Paulus.

Ia menyebut saat ini ada
lebih dari enam instansi
yang terlibat sebagai pe-
mangku kepentingan dalam
keamanan laut dan pene-
gakan hukum di laut, seper-
ti TNI Angkatan Laut (AL)
hingga Badan Keamanan
Laut (Bakamla) RI. Untuk
itu Indonesia perlu memiliki
instansi kuat mungkin juga
instansinya tunggal seperti
di negara lain yang bertugas
sebagai coast guard. 
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JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator
(Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi,
dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas)
Yusril Ihza Mahendra memaparkan sejum-
lah rekomendasi untuk membangun sistem
keamanan laut yang komprehensif.


